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A B S T R A K   
Relasi antara agama dan politik di Indonesia merupakan topik yang 

signifikan dan kompleks, mengingat Indonesia adalah negara dengan 

populasi Muslim terbesar di dunia, namun juga memiliki keragaman 

agama yang luas. Jurnal ini mengeksplorasi dinamika interaksi antara 

agama dan politik dengan fokus pada isu-isu kontemporer seperti peran 

partai politik berbasis agama, pengaruh agama dalam kebijakan publik, 

dan tantangan pluralisme di era demokrasi. Melalui analisis literatur dan 

studi kasus, jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak, 

tantangan, dan implikasi dari interaksi antara agama dan politik di 

Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa agama memiliki pengaruh 

signifikan dalam politik Indonesia, baik melalui partai politik maupun 

kebijakan publik, tetapi juga menghadapi tantangan dalam menjaga 

pluralisme dan toleransi. Kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan 

diharapkan dapat memberikan pandangan baru bagi peneliti, pembuat 

kebijakan, dan masyarakat umum dalam upaya membangun demokrasi 

yang inklusif dan toleran. 

 

A B S T R A C T 

The relationship between religion and politics in Indonesia is significant 

and complex, given that Indonesia is the country with the largest Muslim 

population in the world, yet also has a broad religious diversity. This journal explores the dynamics of the 

interaction between religion and politics, focusing on contemporary issues such as the role of religion-based 

political parties, the influence of religion in public policy, and the challenges of pluralism in the democratic era. 

Through literature analysis and case studies, this journal aims to identify the impacts, challenges, and 

implications of the interaction between religion and politics in Indonesia. This research finds that religion has a 

significant influence on Indonesian politics, both through political parties and public policy, but also faces 

challenges in maintaining pluralism and tolerance. The conclusions and recommendations generated are 

expected to provide new insights for researchers, policymakers, and the general public in efforts to build an 

inclusive and tolerant democracy. 

. 

 
PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan sekitar 87% dari total 
penduduknya memeluk agama Islam. Namun, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan keragaman 
agama yang signifikan, termasuk pemeluk Kristen (Protestan dan Katolik), Hindu, Buddha, dan Konghucu. 
Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan pemerintah mengakui enam agama resmi, yaitu 
Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, terdapat pula berbagai 
kepercayaan lokal yang masih dianut oleh beberapa kelompok masyarakat di berbagai daerah. (Bush et al, 
2014). 

Relasi antara agama dan politik di Indonesia telah menjadi topik perdebatan panjang, terutama 
sejak era reformasi pada akhir 1990-an yang membuka ruang lebih luas bagi partisipasi politik dari 
berbagai kelompok agama. Sebelum era reformasi, di masa Orde Baru, pemerintah di bawah 
kepemimpinan Presiden Soeharto cenderung mengontrol aktivitas keagamaan dengan ketat untuk 
memastikan stabilitas politik dan keamanan. Setelah jatuhnya rezim Soeharto, terjadi perubahan besar 
dalam lanskap politik Indonesia yang memungkinkan kelompok-kelompok agama untuk lebih bebas 
mengekspresikan pandangan mereka dan berpartisipasi dalam proses politik (Hefner, 2016). 

Era reformasi ditandai dengan kebangkitan demokrasi dan peningkatan partisipasi politik dari 
berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok agama. Reformasi ini membuka pintu bagi partai 
politik berbasis agama untuk berkompetisi dalam pemilihan umum. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang 
berbasis Islam, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang juga memiliki basis Islam, adalah contoh 
partai-partai yang memainkan peran penting dalam politik Indonesia pasca-reformasi. Selain partai-partai 
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berbasis Islam, partai-partai berbasis agama lain, seperti Partai Damai Sejahtera (PDS) yang berbasis 
Kristen, juga muncul dalam lanskap politik Indonesia. Pengaruh agama dalam kebijakan publik di 
Indonesia sangat terasa dalam berbagai aspek (Mietzner, 2014). Contoh nyata adalah penerapan hukum 
syariah di beberapa daerah, seperti di Provinsi Aceh, yang memiliki otonomi khusus untuk menerapkan 
hukum Islam. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan moralitas publik, seperti UU Pornografi 
dan UU Perkawinan, mencerminkan pengaruh kuat dari kelompok-kelompok agama dalam proses 
legislasi. Misalnya, UU Perkawinan tahun 1974 mengatur bahwa pernikahan di Indonesia harus sesuai 
dengan hukum agama masing-masing pasangan, yang menegaskan pentingnya agama dalam aspek-aspek 
hukum dan sosial. Meskipun agama memainkan peran penting dalam politik Indonesia, interaksi antara 
agama dan politik tidak selalu berjalan mulus. Tantangan terbesar adalah menjaga pluralisme dan 
toleransi di tengah keberagaman agama. Kasus-kasus intoleransi agama, seperti penolakan terhadap 
pembangunan rumah ibadah bagi agama minoritas dan kekerasan terhadap kelompok agama tertentu, 
menunjukkan adanya gesekan yang dapat mengancam kerukunan beragama. Kasus Ahok pada Pilkada 
DKI Jakarta 2017 menjadi contoh bagaimana isu agama dapat dimanfaatkan untuk tujuan politik dan 
memecah belah masyarakat. 

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk 
mempromosikan dialog antaragama dan kolaborasi dalam menciptakan kebijakan yang inklusif. 
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong kerukunan antarumat beragama, seperti 
membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat nasional dan daerah. FKUB bertujuan 
untuk menjadi wadah dialog antaragama dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkaitan dengan isu-
isu keagamaan ( Aspinall et al, 2019). 

Relasi antara agama dan politik di Indonesia mencerminkan dinamika yang kompleks dan sering 
kali kontroversial. Di satu sisi, agama memberikan nilai moral dan etika yang dapat memperkuat politik 
dan kebijakan publik. Di sisi lain, politisasi agama dapat memicu konflik dan mengancam kerukunan 
antarumat beragama. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menemukan 
keseimbangan antara menghormati nilai-nilai agama dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan 
pluralisme. Upaya ini termasuk memperkuat hukum yang mendukung toleransi, meningkatkan 
pendidikan multikultural, dan mendorong dialog antaragama. Kolaborasi antara pemerintah, sektor 
swasta, dan masyarakat sipil juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan 
mencerminkan kepentingan publik, bukan hanya kepentingan elit tertentu (Buehler,2016). 
 
LANDASAN TEORI 

     Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan juga memiliki 
keragaman agama yang signifikan. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam mengelola hubungan 
antara agama dan politik. Pemisahan yang jelas antara agama dan politik menjadi isu penting, mengingat 
peran agama yang dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Menurut teori 
sekularisme, agama dan politik harus dipisahkan, di mana agama tidak seharusnya mempengaruhi 
kebijakan publik dan urusan negara (Mujani et al,2018). 
a. Teori Sekularisme 

Teori sekularisme mendukung pemisahan institusi keagamaan dari institusi negara (Hamayotsu, 
2014). Menurut Bruce (2011), sekularisme bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan publik dan 
hukum negara didasarkan pada prinsip-prinsip rasional dan universal yang dapat diterima oleh semua 
warga negara, terlepas dari latar belakang agama mereka. Prinsip dasar sekularisme mencakup netralitas 
negara terhadap semua agama, kebebasan beragama, dan perlindungan hak-hak individu dari campur 
tangan agama dalam urusan publik. Implementasi sekularisme dalam kebijakan publik berarti bahwa 
keputusan pemerintah mengenai isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, dan hukum perdata harus bebas 
dari pengaruh agama tertentu. Hal ini untuk mencegah diskriminasi terhadap individu atau kelompok 
berdasarkan keyakinan agama mereka. Dalam konteks Indonesia, ini berarti kebijakan pemerintah harus 
didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan keadilan sosial, ketuhanan, kemanusiaan, 
persatuan, dan demokrasi. Di Indonesia, agama memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sehari-
hari dan sering kali memainkan peran dalam proses politik. Contohnya adalah penerapan hukum syariah 
di beberapa daerah dan pengaruh kelompok agama dalam kebijakan moralitas publik seperti UU 
Pornografi. Pengaruh ini sering kali mengakibatkan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai agama 
tertentu, yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi kelompok agama lain atau mereka yang tidak 
beragama. 

Resistensi terhadap sekularisme sering datang dari kelompok agama yang merasa bahwa nilai-
nilai agama mereka harus menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan publik. Misalnya, lobi kuat dari 
kelompok Islam konservatif telah berhasil mempengaruhi sejumlah kebijakan, termasuk penolakan 
terhadap RUU yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menciptakan tantangan bagi 
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upaya untuk menerapkan sekularisme secara penuh. Provinsi Aceh memiliki otonomi khusus yang 
memungkinkan penerapan hukum syariah. Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan publik, 
termasuk kode berpakaian, perilaku sosial, dan penegakan moralitas publik. Implementasi hukum syariah 
di Aceh sering kali dipandang sebagai contoh bagaimana agama dapat mempengaruhi kebijakan publik 
secara signifikan. Meskipun diterapkan dengan tujuan menjaga moralitas publik, penerapan hukum 
syariah juga menimbulkan kritik karena dianggap mengabaikan hak-hak individu dan menciptakan 
diskriminasi terhadap minoritas agama dan perempuan (Mietzener et al, 2021).   

Pemisahan antara agama dan politik di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan menantang. 
Teori sekularisme menawarkan kerangka kerja untuk memahami pentingnya pemisahan ini guna 
memastikan bahwa kebijakan publik tidak didominasi oleh nilai-nilai agama tertentu. Namun, 
implementasi sekularisme menghadapi tantangan dari pengaruh agama yang kuat dalam kehidupan 
publik dan resistensi dari kelompok-kelompok agama. Untuk mencapai pemisahan yang efektif, 
diperlukan upaya pendidikan, reformasi hukum, dan dialog antaragama yang berkelanjutan. Upaya ini 
diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang lebih adil, inklusif, dan menghormati keragaman agama di 
Indonesia (Van, 2013). 
b. Teori Pluralisme Agama 

Teori pluralisme agama menekankan pentingnya keberagaman dan inklusivitas dalam 
masyarakat. Dalam konteks politik, teori ini mendorong pengakuan dan penghormatan terhadap semua 
agama dalam pembuatan kebijakan publik. Pluralisme memastikan bahwa tidak ada agama tertentu yang 
mendominasi proses politik, melainkan semua agama dapat berpartisipasi secara setara. Dengan 
demikian, pluralisme agama berusaha menciptakan masyarakat di mana berbagai kepercayaan dan 
keyakinan dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Dalam kebijakan publik, 
pluralisme agama berarti bahwa pemerintah harus mengakui dan menghormati keragaman agama di 
masyarakat. Kebijakan yang dihasilkan harus adil dan tidak diskriminatif terhadap pemeluk agama 
apapun. Misalnya, dalam sistem pendidikan, kurikulum harus mencerminkan berbagai agama yang ada di 
Indonesia dan menghormati hak setiap siswa untuk menjalankan keyakinan agamanya. 

Indonesia, sebagai negara dengan beragam agama, menghadapi tantangan unik dalam 
menerapkan pluralisme agama. Pancasila, sebagai dasar negara, menjunjung tinggi prinsip ketuhanan 
yang maha esa, yang dapat diinterpretasikan sebagai dukungan terhadap pluralisme agama. Ini terlihat 
dalam kebijakan-kebijakan yang menghormati hari-hari besar agama yang berbeda dan memberikan 
ruang bagi berbagai agama untuk berpartisipasi dalam acara-acara kenegaraan. Contoh lain adalah 
adanya lembaga-lembaga seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk untuk 
memfasilitasi dialog antaragama dan membantu menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. FKUB 
memainkan peran penting dalam mempromosikan toleransi dan kerjasama antar berbagai kelompok 
agama di tingkat lokal dan nasional. Meskipun prinsip pluralisme agama diakui secara luas, 
implementasinya di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah adanya 
kelompok-kelompok yang menginginkan penerapan hukum berdasarkan satu agama tertentu, yang dapat 
mengancam prinsip inklusivitas. Selain itu, insiden kekerasan dan diskriminasi terhadap minoritas agama 
menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk mewujudkan pluralisme agama 
secara penuh (Feener et al, 2017). 

Pendidikan memainkan peran kunci dalam mendukung dan mempromosikan pluralisme agama. 
Melalui pendidikan, masyarakat dapat diajarkan untuk menghargai dan menghormati perbedaan agama. 
Kurikulum yang inklusif dan program pendidikan yang menekankan toleransi antaragama dapat 
membantu mengurangi prasangka dan stereotip, serta membangun masyarakat yang lebih harmonis. 
Teori pluralisme agama menekankan pentingnya keberagaman dan inklusivitas dalam konteks politik dan 
kebijakan publik. Di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip pluralisme agama dihadapkan pada tantangan 
yang signifikan, tetapi juga menunjukkan potensi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan 
harmonis. Dengan mempromosikan pendidikan yang inklusif dan membentuk lembaga-lembaga yang 
mendukung dialog antaragama, Indonesia dapat terus bergerak menuju realisasi pluralisme agama yang 
sejati (Menchik, 2016).  
c. Teori Fungsionalisme Struktural 

Teori fungsionalisme struktural melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-
bagian yang saling berhubungan, di mana setiap bagian memiliki fungsi yang spesifik untuk menjaga 
stabilitas dan kohesi sosial. Dalam konteks agama dan politik, fungsionalisme struktural menekankan 
bagaimana institusi agama berfungsi untuk memberikan legitimasi moral kepada pemerintah dan 
membantu mengintegrasikan masyarakat. Menurut Parsons (1951), institusi agama menyediakan nilai-
nilai dan norma-norma yang mendukung keteraturan sosial dan stabilitas politik (Hadiz, 2016). 

Di Indonesia, agama memiliki peran yang signifikan dalam memberikan legitimasi moral bagi 
pemerintah. Banyak kebijakan dan keputusan politik yang didasarkan atau dibenarkan oleh nilai-nilai 
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agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Misalnya, pernyataan atau pidato pejabat pemerintah 
sering kali menyertakan referensi ke agama untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik. Hal 
ini terlihat dalam penggunaan istilah-istilah religius dalam retorika politik untuk menggalang dukungan 
masyarakat dan memperkuat otoritas politik. Selain memberikan legitimasi moral, agama juga berperan 
dalam membentuk identitas nasional di Indonesia. Pancasila, sebagai ideologi negara, mengakui 
keberadaan dan pentingnya agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama Pancasila, 
"Ketuhanan Yang Maha Esa," mencerminkan komitmen negara terhadap nilai-nilai religius yang menjadi 
dasar persatuan nasional. Agama digunakan sebagai alat untuk menyatukan berbagai kelompok etnis dan 
budaya di Indonesia, yang secara historis beragam. Fungsionalisme struktural juga melihat agama sebagai 
instrumen integrasi sosial. Institusi keagamaan seperti masjid, gereja, pura, dan vihara berfungsi sebagai 
pusat kegiatan sosial yang menghubungkan individu dalam komunitas mereka. Kegiatan keagamaan 
seperti perayaan hari besar, upacara adat, dan ritual keagamaan berkontribusi pada pembentukan 
solidaritas sosial dan identitas kolektif. Misalnya, perayaan Idul Fitri dan Natal di Indonesia tidak hanya 
menjadi momen religius tetapi juga momen kebersamaan sosial yang memperkuat ikatan antarwarga 
negara (Barton, 2015). 

Di Indonesia, agama sering digunakan untuk mendukung stabilitas politik. Pemerintah bekerja 
sama dengan berbagai pemimpin agama untuk mengelola isu-isu sosial dan politik yang sensitif. Dalam 
situasi krisis, pemimpin agama sering kali diminta untuk memberikan dukungan moral dan menenangkan 
masyarakat. Misalnya, pada saat-saat krisis politik atau kerusuhan sosial, pemimpin agama memainkan 
peran penting dalam mediasi dan penyelesaian konflik (Hosen,2016). Meskipun agama dapat berfungsi 
untuk menjaga stabilitas dan kohesi sosial, implementasinya tidak selalu mulus. Terdapat tantangan 
ketika nilai-nilai agama tertentu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi atau hak asasi manusia. 
Misalnya, penerapan hukum syariah di beberapa daerah sering kali menimbulkan kontroversi terkait hak-
hak perempuan dan minoritas. Selain itu, politisasi agama dapat menyebabkan polarisasi sosial dan 
konflik sektarian, yang justru mengancam stabilitas politik. Teori fungsionalisme struktural menyoroti 
bagaimana agama dan politik bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan kohesi sosial di Indonesia. 
Agama memberikan legitimasi moral bagi pemerintah, membantu membentuk identitas nasional, dan 
berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial. Meskipun demikian, ada tantangan signifikan dalam 
implementasi praktis, terutama terkait dengan konflik antara nilai-nilai religius dan prinsip-prinsip 
demokrasi serta hak asasi manusia. Memahami peran kompleks agama dalam politik Indonesia melalui 
lensa fungsionalisme struktural membantu mengidentifikasi cara-cara di mana stabilitas dan kohesi sosial 
dapat dipertahankan sambil mengatasi tantangan yang ada (Pepinsky, 2019). 
 
METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur dan studi 
kasus. Sumber data berasal dari artikel jurnal, laporan kebijakan, dan berita terkini yang relevan dengan 
topik yang dibahas. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Partai politik berbasis agama memainkan peran signifikan dalam politik Indonesia. Partai-partai 
ini tidak hanya mewakili aspirasi umat beragama tetapi juga berusaha menerapkan nilai-nilai agama 
dalam kebijakan publik (Warbuton, 2018). Dua contoh utama dari partai politik berbasis agama adalah 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PKS merupakan salah satu 
partai Islam terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1998, PKS bertujuan untuk memperjuangkan 
nilai-nilai Islam dalam politik Indonesia. Partai ini dikenal karena disiplin kadernya dan program-program 
sosial yang kuat. PKS seringkali memperjuangkan isu-isu seperti penegakan syariah, penolakan terhadap 
pornografi, dan kebijakan pro-keluarga. Selain itu, PKS juga aktif dalam menggalang dukungan di kalangan 
umat Islam perkotaan dan memiliki basis massa yang loyal. PPP adalah partai politik berbasis Islam yang 
didirikan pada tahun 1973 sebagai hasil fusi dari beberapa partai Islam. Partai ini berfokus pada 
penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan sering kali berkoalisi dengan partai-
partai lain untuk mendapatkan pengaruh politik yang lebih besar. PPP memiliki basis massa yang kuat di 
kalangan pesantren dan masyarakat pedesaan yang religius. Kebijakan PPP sering kali mencerminkan 
pandangan konservatif terhadap isu-isu sosial, seperti penolakan terhadap legalisasi LGBT dan dukungan 
terhadap hukum syariah di daerah-daerah tertentu. 
a. Pengaruh Agama dalam Kebijakan Publik 

a) Salah satu contoh nyata dari pengaruh kuat kelompok agama dalam kebijakan publik adalah 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. UU ini mendapat dukungan besar dari 
partai-partai berbasis agama dan organisasi massa Islam. UU Pornografi bertujuan untuk 
melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi, namun juga mendapat kritik karena 
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dianggap terlalu ketat dan mengancam kebebasan berekspresi serta hak-hak perempuan. Kritik 
juga datang dari kelompok yang menilai UU ini bisa disalahgunakan untuk menargetkan minoritas 
seksual dan budaya . 

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencerminkan pengaruh kelompok 
agama dalam proses legislasi di Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek perkawinan termasuk 
batas usia minimal untuk menikah dan poligami. Perubahan yang signifikan terjadi pada tahun 
2019 dengan disahkannya revisi yang menaikkan batas usia minimal untuk menikah menjadi 19 
tahun bagi perempuan dan laki-laki, yang sebelumnya adalah 16 tahun bagi perempuan. Revisi ini 
didorong oleh kekhawatiran akan tingginya angka pernikahan anak, namun tetap dalam kerangka 
nilai-nilai agama yang kuat (Picard et al, 2017).  

 
b. Tantangan Pluralisme: Kasus Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 

a) Kasus Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal sebagai Ahok, pada Pilkada DKI Jakarta 2017 
menjadi salah satu contoh paling mencolok bagaimana isu agama dapat memecah belah 
masyarakat dan menantang prinsip-prinsip pluralisme dan toleransi. Ahok, seorang Kristen 
Tionghoa, dituduh melakukan penistaan agama setelah mengutip ayat Al-Qur'an dalam salah satu 
pidatonya. Tuduhan ini memicu protes besar-besaran yang dikenal sebagai aksi "Bela Islam" dan 
akhirnya Ahok dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun  (Rahmat, 2022). 

b) Kasus Ahok menunjukkan bagaimana agama dapat digunakan sebagai alat politik untuk 
menggalang dukungan dan mendiskreditkan lawan. Isu ini membelah masyarakat menjadi 
kelompok-kelompok yang saling bertentangan dan meningkatkan ketegangan antaragama. Selain 
itu, kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan beragama dan berpendapat di Indonesia 
serta menantang upaya untuk mempromosikan pluralisme dan toleransi di tengah masyarakat 
yang beragam (Burhanuddin, 2019). 

 
Relasi antara agama dan politik di Indonesia sangat kompleks dan beragam. Partai politik 

berbasis agama seperti PKS dan PPP memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan publik, 
seringkali berdasarkan nilai-nilai agama. Kebijakan seperti UU Pornografi dan UU Perkawinan 
mencerminkan bagaimana nilai-nilai agama diintegrasikan dalam regulasi negara. Namun, tantangan 
terhadap pluralisme dan toleransi, seperti yang terlihat dalam kasus Ahok, menunjukkan bahwa agama 
juga dapat menjadi sumber konflik dan polarisasi dalam masyarakat. Untuk mencapai harmoni, 
diperlukan upaya terus-menerus untuk menghormati keragaman dan mempromosikan inklusivitas dalam 
proses politik di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa agama memiliki pengaruh signifikan dalam 
politik Indonesia. Namun, pengaruh ini tidak selalu positif. Di satu sisi, agama dapat memberikan 
moralitas dan etika dalam politik. Di sisi lain, politisasi agama dapat memicu konflik dan mengancam 
kerukunan antarumat beragama. Relasi antara agama dan politik di Indonesia mencerminkan dinamika 
yang kompleks dan sering kali kontroversial. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menemukan 
keseimbangan antara menghormati nilai-nilai agama dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan 
pluralisme. Upaya ini termasuk memperkuat hukum yang mendukung toleransi, meningkatkan 
pendidikan multikultural, dan mendorong dialog antar agama (Aspinall, 2020). 
 
SIMPULAN 

Relasi antara agama dan politik di Indonesia sangat kompleks dan memengaruhi berbagai aspek 
kehidupan masyarakat, mulai dari sosial, hukum, hingga ekonomi. Partai politik berbasis agama, seperti 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), memainkan peran yang 
signifikan dalam membentuk kebijakan publik yang berlandaskan nilai-nilai religius. Partai-partai ini 
mempengaruhi pembuatan undang-undang dan kebijakan yang sering kali mencerminkan dominasi nilai-
nilai moral agama dalam proses politik. Contoh nyata dari pengaruh ini dapat dilihat dalam legislasi 
seperti Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Perkawinan, yang menonjolkan nilai-nilai agama 
dalam regulasi negara. Pengaruh agama dalam politik juga terlihat dalam berbagai kasus yang menguji 
pluralisme dan toleransi di Indonesia. Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI Jakarta 
2017 adalah salah satu contoh signifikan bagaimana isu-isu agama dapat memecah belah masyarakat dan 
menantang prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Tuduhan penistaan agama terhadap Ahok 
memicu protes besar-besaran dan menunjukkan bagaimana agama dapat digunakan sebagai alat politik 
untuk memobilisasi massa dan mendiskreditkan lawan politik. Selain itu, pengaruh kuat dari kelompok 
agama dalam proses legislasi mencerminkan ketegangan yang sering kali muncul antara nilai-nilai religius 
dan prinsip-prinsip demokrasi modern, seperti kebebasan berekspresi dan hak-hak individu. Keputusan-
keputusan politik yang didorong oleh pertimbangan agama dapat memperdalam polarisasi di dalam 
masyarakat dan mengakibatkan marginalisasi kelompok-kelompok minoritas agama. Untuk mengatasi 
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tantangan-tantangan ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mendorong transparansi dan 
akuntabilitas dalam interaksi antara sektor agama dan politik. Penegakan hukum yang kuat dan 
partisipatif, serta peningkatan pendidikan kewarganegaraan yang menekankan nilai-nilai demokrasi, 
toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, adalah langkah-langkah krusial yang perlu 
diambil.  Lebih lanjut, penelitian yang mendalam dan berkelanjutan mengenai dinamika agama dan politik 
di Indonesia sangat diperlukan. Studi komparatif dengan negara-negara lain yang memiliki karakteristik 
serupa dapat memberikan wawasan yang berharga untuk memahami bagaimana isu-isu pluralisme dan 
integrasi agama dalam politik dikelola di berbagai konteks. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih 
inklusif dan partisipatif, serta memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan kepentingan semua 
kelompok masyarakat, bukan hanya kelompok mayoritas atau elit tertentu, Indonesia dapat membangun 
tata kelola yang lebih adil dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan 
masyarakat sipil juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya 
menguntungkan kelompok-kelompok tertentu tetapi juga memajukan kesejahteraan seluruh rakyat 
Indonesia. 
 
REKOMENDASI 
1. Penelitian selanjutnya perlu fokus pada mekanisme untuk meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam interaksi antara agama dan politik. Penegakan hukum yang adil dan partisipatif 
akan membantu mengurangi korupsi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

2. Melakukan studi komparatif antara Indonesia dan negara-negara lain dengan dinamika agama-politik 
yang serupa dapat memberikan wawasan berharga. Hal ini akan membantu memahami bagaimana 
berbagai negara menangani isu-isu pluralisme dan integrasi agama dalam politik. 

3.  Mengkaji peran media sosial dalam menyebarkan dan memperkuat narasi agama dalam politik sangat 
penting. Media sosial sering kali menjadi platform utama untuk mobilisasi massa dan kampanye politik 
berbasis agama, sehingga pemahaman yang mendalam tentang dinamika ini akan sangat berharga. 

4.  Penelitian lebih lanjut perlu menggali bagaimana kelompok agama minoritas berpartisipasi dalam 
politik dan bagaimana hak-hak mereka dilindungi. Ini penting untuk memastikan inklusivitas dan 
keberagaman dalam politik Indonesia. 

5.  Meneliti dampak kebijakan berbasis agama terhadap berbagai kelompok masyarakat, termasuk 
dampak ekonomi dan sosial, akan membantu dalam membuat kebijakan yang lebih adil dan merata. Ini 
juga akan membantu mengidentifikasi potensi diskriminasi dan ketidakadilan yang mungkin timbul 
dari kebijakan tersebut. 

6.  Pendidikan kewarganegaraan yang menekankan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan penghormatan 
terhadap hak asasi manusia perlu diperkuat. Penelitian bisa mengkaji efektivitas program-program 
pendidikan ini dalam mengurangi polarisasi dan meningkatkan harmoni sosial. 
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